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GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dievaluasi
oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijjakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20213
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023
dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 2023, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nabire segera menindaklanjuti hasil evaluasi
dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD
sebagaimana tercanum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nabire wajib melakukan penyempurnaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta
disampaikan kembali kepada  Gubernur untuk
mendapatkan Nomor Register.
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Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Nabire dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nabire, dan Bupati Nabire menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, dan
Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi
Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran
2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

e dol] g o o

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Bupati Nabire di Nabire;
11. Ketua DPRD Kab. Nabire di Nabire.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 -181 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

II.

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum;

C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan
Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Bupati
Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD
sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:
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Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

. Penetapan [ Persetujuan/Surat
No Uraian Keterangan
Nomor Tanggal
1 |Perubahan RKPD 16 Tahun 2023 30 Agustus 2023 | UM sesud, (paling lambat minggu |
bulan Juli)
Laporan Hasil Reviu oleh APIP Daerah C )
2 |Atas Perubahan KUA dan Rancangan 900 / 002 / TAPD 15 September 2023 Helum sesum,épsllhnilir.nbat mange 1
Perubahan PPAS alamilul]
Penyampaian Rancangan Perubzhan Belum sesuai, (paling lambat minggu |
3 |KUA dan Rancangan Perubshan PPAS|  0452/2461/Set |18 September 2023 bl;la‘; Agﬁ“} S
oleh Kepala Daerah Kepada DPRD g
Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan 900 / 2565 / Set Belum sesuai, (paling lambat minggu Il
4 2 202
DPRD atas Rancangan Perubahan KUA 900 / 382 / Setwan D Septembis 202 bulan Agustus|
Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan 900 / 2566/ Set Belum sesuai, (paling lambat minggu II
5 20 Septembe
DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS | 900 / 383 / Setwan eptember 2023 bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan - .
1 Y
6 |Daerah tentang Perubahan APBD oleh|  045.1/2617/Set |25 September 2023 | 2™ “S‘;z‘fafaé;”gteﬁ:;t gl
Kepala Daerah kepada DPRD P
: Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan
dan Kepal
7 EZ’:;”“*’“ betsama DINDdoN BSR40 g Sa 29 September 2023 | sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan)
?ﬂe‘zyamia;;"’; A Rgmac:fa;ln . P;;ja Belum sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari
g |-niang ATED can Rancangan Ferkada 900 / 2724 | Set 5 Oktober 2023 | sejak tanggal persetujuan Rancangan
tentang Penjabaran APBD kepada
; . Perda APBD)
Gubernur untuk dievaluasi

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten
Nabire untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses
penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud
butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan
tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan
secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang
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dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam
rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan
bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya,
APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi:
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau
keadaan luar biasa, sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten
Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait
dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara
lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan
memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan
APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi
daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah
Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
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Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir
C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba
dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas
Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Nabire dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan
ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance based), harus
dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar
laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui

inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyusun program
pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah
yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan
wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian
sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.



